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Abstrak
Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau banyak disebut sebagai pembantu rumah tangga merupakan sebutan yang banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat perkotaan. PRT adalah kelompok marginal yang paling rentan terhadap penyalahgunaan majikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perlindungan hukum bagi PRT. Mayoritas PRT bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja sehingga selalu berada di posisi terintimidasi. Pekerjaan PRT termasuk dalam sektor tidak formal karena pekerjaan tersebut dilakukan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka bekerja pada sektor-sektor industri yang dilindungi oleh Undang- Undang Ketenagakerjaan (UUK). Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah PRT berhak atas upah minimum berdasarkan jam kerjanya. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum bagi PRT yang hak atas upah minimum tidak dipenuhi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu  menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan ada tiga, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, atau website, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah PRT berhak mendapatkan upah minimum berdasarkan  jam kerjanya, apabila bekerja dengan rentang jam kerja yang sama dengan pekerja yang telah diatur dalam UUK. PRT termasuk dalam konsep pekerja sebagaimana yang disebut dalam UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan PRT demi mendapat hak nya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi serta gugatan atas perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang undang, akan tetapi juga perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, yang terdapat dalam masyarakat dan bentuknya tidak tertulis.  
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Tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2013 tentang  Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UUK) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya pengertian pekerja berdasarkan UUK Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Negara telah menjamin adanya kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara nya, sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a UUK:
“Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara.”

Amanat untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan hak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, dinilai masih relatif kurang didapat oleh pekerja. Perlindungan terhadap pekerja masih kurang seperti kurangnya perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.​[1]​ Hal tersebut juga dipertegas dalam bagian penjelasan umum pargraf pertama UUK :
..
“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.”
//
Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan cita-cita bangsa yang memiliki tujuan untuk menyejahterahkan masyarakat sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan adil. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 UUK, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.​[2]​ Pasal 6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Secara yuridis, kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.​[3]​
Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan pengguna. Secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan pengguna adalah tidak sama terutama yang tidak memiliki kemampuan (unskilllabour).​[4]​ Kedudukan pekerja/ buruh secara yuridis memiliki kedudukan yang sama. Tetapi, secara sosiologis kedudukan nya tidak sama, pengguna lebih tinggi dari pada pekerja/ buruh.​[5]​ 
Kedudukan yang tidak seimbang ini mengingat buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, pengguna sering menganggap buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Pekerja sebagai faktor ekstern dalam proses produksi dan bahkan ada yang beranggapan pengguna sebagai herr im haus (ibaratnya ini adalah rumahku terserah akan aku gunakan untuk apa).​[6]​ Maksudnya pengguna adalah pemilik dari perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan apa pun tergantung dari kehendak pengguna.​[7]​
Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan pengguna untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruh. Buruh dipandang sebagai objek, buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelangggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.​[8]​ Pengguna dapat dengan leluasa untuk menekan pekerja/ buruh untuk bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Seringkali pekerja mendapat upah yang lebih rendah dari pada upah minimum regional yang telah ditetapkan.
Dewasa ini, faktor yang mendorong meningkatnya kebutuhan ekonomi, tidak hanya pria saja namun wanita juga dituntut untuk bekerja. Faktor ini semakin menyebabkan kondisi pekerja semakin rendah, membuat pekerja tidak memiliki bargaining power/ nilai jual. Banyak juga yang bekerja rumahan atau hal ini biasa disebut sebagai pekerja rumah tangga (untuk selanjutnya disebut PRT). PRT merupakan seseorang yang digaji untuk melakukan urusan kerumahtanggaan seperti memasak, mengurus rumah tangga dan tugas-tugas lainnya yang biasa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga pada umumnya.
Mayoritas PRT bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja yang mengikat sehingga selalu berada di posisi terintimidasi. PRT di Indonesia juga belum terorganisir dalam suatu wadah seperti serikat sehingga sulit mendapat akses perlindungan hukum. Pada tahun 2013 kepala penasehat teknis nasional promote organisasi ketenagakerjaan dunia Indonesia labour organization (untuk selanjutnya disebut ILO) Arum Ratnawati menyatakan, saat ini lebih dari 10,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai PRT bekerja tanpa adanya regulasi yang melindungi. “Mereka adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan, pelanggaran hukum dan pelecehan,”.​[9]​ 
Maraknya kasus tentang PRT seperti rendahnya gaji, tidak diberi gaji, serta pelecehan semakin menunjukkan lemahnya posisi PRT. Ada beberapa berita terkait permasalahan diatas yang penulis kumpulkan; 
“Beritasumut.com – Kasus pembantu rumah tangga (PRT) Sri Muliati (19) Warga Garut di Perumahan Grand Polonia Blok H No 6 yang tidak digaji selama 6 tahun oleh majikannya Handoko dinilai mempermalukan Kota Medan”.​[10]​
Berita tentang PRT yang tidak diberi gaji tidak hanya satu penulis menemukan kasus lain sebagaimana yang dikutip dalam oke zone;
“MEDAN - Pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara, bisa dibilang tidak memiliki hati nurani. Mereka tidak hanya menyiksa sejumlah pekerja rumah tangga hingga ada yang meninggal, namun juga tak menggaji mereka selama bertahun-tahun. Itu terungkap dari pengakuan Endah (55), salah satu pembantu rumah tangga (PRT) di rumah pasutri Syamsul Anwar dan Radika. Selama lima tahun bekerja, perempuan asal Madura, Jawa Timur itu hanya sekali menerima gaji.”​[11]​

Secara sosial, PRT tidak dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati pengguna. Penyebutan PRT pun lebih dipahami sebagai “Pembantu” dari pada “Pekerja” Rumah Tangga. Secara normatif, PRT pun belum dianggap sebagai sebuah profesi, karena aktivitas PRT dianggap jauh dari aktifitas produksi dan ranahnya lebih kepada privat. Menjelaskan relasi PRT dan pengguna jasa PRT (pengguna) memang tidak semudah menjelaskan relasi tenaga kerja dan pemberi tenaga kerja sebagaimana dalam hubungan industrial pada umumnya. Hal ini dikarenakan relasi PRT dan pengguna jasa PRT memiliki kekhususan yang unik dan kompleks. 
Permasalahan  terkait dengan PRT sangat kompleks dikarenakan hubungan antara PRT dan pengguna jasa adalah hubungan kekeluargaan. Keadaan yang seperti ini menyebabkan banyak hal dapat  mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa. Akibatnya beban pekerjaan dan hak-hak PRT menjadi tidak terukur, jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah, ketentuan kerja yang adil dan tidak adanya jaminan kesehatan. Pada dasarnya tidak terjamin kualitas hidup PRT, merupakan akibat dari kompleksitas masalah yang cukup rumit. Kompleksitas permasalahan dapat dilihat dari wilayah kerja PRT yang berada di lingkup domestik/ per rumah-rumah. Akibatnya wilayah kerja PRT sulit untuk dilakukan kontrol, jika terjadi adanya pelanggaran.
Rendahnya gaji/ upah yang didapat oleh PRT merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan. Pengaturan tentang upah PRT secara umum dijelaskan di dalam Konvensi No. 189 Mengenai Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga pasal 11 “setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga menikmati cakupan upah minimum, bila cakupan semacam itu ada, dan bahwa pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin”. Berbicara mengenai kelayakan upah tentu tidak bisa dipisahkan dengan sistem upah minimum, yang pada substansinya adalah bertujuan agar pekerja mendapat jaminan kebutuhan hidup yang layak dan perlakuan yang adil dari para pengusaha. 
Dalam hal inilah Sosiolog Ignas Kleden mengatakan bahwa, orang-orang kaya Indonesia rumahnya besar-besar serta mobilnya banyak karena biaya PRT di Indonesia sangat murah.​[12]​ Saat ini gaji PRT di Jakarta dan sekitar berkisar Rp 750.000–Rp 1.500.000.​[13]​  Jika disandingkan antara upah tertinggi PRT dengan Upah Minimun Regional (untuk selanjutnya disebut UMR) tahun 2014, maka angka tersebut akan terlihat jauh lebih kecil dari pada UMR yang ditetapkan.
Dalam aturan yang dikeluarkan oleh ILO dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga masuk ke dalam sektor ekonomi non-formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, seperti pekerja yang bekerja pada sektor-sektor industri yang dilindungi oleh UUK.​[14]​ Dalam publikasi ILO tersebut dijelaskan bahwa, Pemerintah menyatakan, pengguna pekerja rumah tangga bisa tergolong “pengguna”, ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian UU tersebut.​[15]​ Oleh karena PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, sehingga mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh UUK terhadap pekerja lainnya. Pada dasarnya, hubungan antara PRT dan pemberi hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja, berbeda dengan hubungan kerja di sektor formal.​[16]​
Tidak adanya perjanjian kerja, membuat PRT yang tidak menerima upah hanya dapat bersikap pasrah, karena memang posisi pengguna dirasa lebih kuat dibanding PRT. Belum lagi jika upah yang menjadi haknya besarnya lebih sedikit dari upah minimum propinsi yang telah ditentukan. Hal itu terjadi karena pekerja tidak membuat perjanjian kerja sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai. Data yang dikeluarkan  oleh badan pusat statistik (selanjutnya disebut BPS) per Februari 2008, jumlah PRT di Indonesia mencapai 1.714.437 jiwa, dan 90% diantaranya adalah PRT perempuan. Hasil penelitian International Labour Organization-International Progamme on the Elimination of Chil Labour/ ILO-IPEC pada 234 responden di Jakarta Timur dan Bekasi menunjukkan bahwa 226 (96,7%) PRT berjenis kelamin perempuan.​[17]​
Belum diakuinya PRT sebagai pekerja, membuat PRT memiliki posisi tawar yang rendah. Hal inilah yang membuat nasib PRT ditentukan oleh kebaikan pengguna jasa. Beruntung jika PRT mendapatkan pengguna jasa yang baik hati, tetapi akan sangat tidak beruntung jika PRT mendapatkan pengguna jasa yang tidak menghargai keberadaan PRT. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Selain keberadaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja antara kedua belah pihak juga sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui dengan jelas baik hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan juga kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja di antara PRT dan pengguna jasanya.​[18]​
Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diuraiakan, maka penulis akan melakukan penulisan hukum dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH BAGI PEKERJA RUMAH  TANGGA”.

METODE
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.​[19]​ Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.​[20]​ Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis norma yang mengatur tentang aturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
A.	Pendekatan perundang-undangan(Statute Approach)
Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif.​[21]​ Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.​[22]​ Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.​[23]​ Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja.

B.	Pendekatan konsep(Conceptual Approach)
Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.​[24]​ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.​[25]​ Dengan menggunakan pandangan dan doktrin dalam hukum ketenagakerjaan sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dengan menggunakan argumentasi hukum yang ada.

Jenis Bahan Hukum
Untuk menunjang penulisan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :
A.	Bahan Hukum Primer (Primary Sources)
Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga yakni:
1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165;
4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI tahun 2003 no 39;
5.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara RI  Tahun 2004 Nomor 6;
6.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 118;
7.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Kebutuhan Hidup Layak;
8.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 07/Men/2013 tentang Upah Minimum;
9.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
10.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-49/Men/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
11.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
12.	C189 - Convention concerning decent work for domestic workers (Konvensi No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga);
13.	R201 - Recommendation concerning Decent Work for Domestic Workers (Rekomendasi No. 201 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga).
B.	Bahan Hukum Sekunder(Secondary Sources)
	Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, atau website yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
C.	Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dimilai dengan mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat berdasarkan rumusan masalah yang diangkat. Kemudian memahami dan mengkritik bahan hukum. Selanjutnya menggunakan teknik snowball (dengan memperbanyak peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikaji bedasarkan topik permasalahan. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut diorganisasikan dan diklasifikasikan.
Teknik Analisa Bahan Hukum
Teknik analisa bahan hukum diawali dengan menentukan fokus utama dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dari peraturan perundang-undangan tersebut dikaji aspeknya merujuk  pendapat umum ataupun pendapat para pakar. Setelah mengkaji melalui pendapat para ahli, kemudian menganalisisnya dengan memberikan kontra argumen tentang pendapat tersebut yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada. Analisa tersebut kemudian diilustrasikan berdasarkan argumentasi yang tepat.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
PRT secara konseptual termasuk dalam kualifikasi pekerja sebagaimana yang diatur dalam UUK. UUK mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 3). Berdasarkan pengertian tersebut maka PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan UUK. Kendati demikian, stigma yang ada dalam masyarakat, PRT dianggap sebagai elemen bukan pekerja sektor formal. Tidak disebutnya secara langsung istilah PRT sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang telah memperkuat pandangan masyarakat yang selanjutnya dalam praktek PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum perburuhan. PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.
Dalam menjalankan pekerjaannya PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal dalam UUK, sehingga tidak ada pengawasan dari instansi yang berwenang dan belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh PRT dan membutuhkan perlindungan antara lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi PRT untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan bekerja belum memadai, hak libur atau cuti, beban kerja yang tidak dibatasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).​[26]​
PRT merupakan fenomena sosial yang memiliki permasalahan yang kompleks dan ranah nya privat. Faktanya PRT ditempatkan pada posisi dimana pekerjaannya memang belum memiliki norma hukum. Permasalahan yang dialami PRT seringkali belum ada pengawasan dari intansi yang berwenang dan cenderung rentan eksploitasi karena tanpa adanya perjanjian kerja, tanpa aturan jam kerja yang jelas, tanpa ketentuan upah minimum serta tanpa adanya hari libur. Intinya belum ada pengaturan yang jelas antara hak dan kewajiban antara PRT, pemberi kerja/ pengguna. Selama ini PRT dianggap berada pada wilayah tersembunyi karena berada pada wilayah privat, yaitu rumah tangga. Hal ini diartikan bahwa keluarga/ pengguna memiliki hak penuh, sehingga akan menimbulkan masalah bila dicampuri oleh pihak luar (aparat yang berwenang). Pada awalnya memang PRT merupakan proses budaya di masyarakat, namun dalam perkembangannya telah merubah dari proses hubungan perkerabatan menjadi hubungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya perubahan proses sosial hubungan perkerabatan antara pihak PRT dengan pemberi kerja/ pengguna. 
Interpretasi pemerintah saat ini dalam UUK tidak menjangkau para PRT  ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Ini disebabkan adanya perbedaan masalah penafsiran yang berasal dari fakta bahwa dua istilah untuk pengguna digunakan di dalam UUK, yaitu pengusaha dan pemberi kerja. Pengusaha/ badan usaha tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan UUK, sedangkan pemberi kerja/ pengguna  hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik. Menurut pemerintah, pengguna  PRT bukan tergolong badan usaha melainkan masuk dalam definisi pemberi kerja/ pengguna, ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan pengusaha. Oleh karena itu PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, sehingga mereka tidak diberikan perlindungan yang sama seperti pekerja lainnya yang diberikan perlindungan oleh UUK. Dalam UUK yang saat ini berlaku tidak mengakui dan mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak  dan kewajiban  pekerja yang bekerja di sektor domestik/ rumah tangga. Kondisi yang seperti ini menyebabkan perlindungan bagi PRT menjadi rentan.
Fakta di lapangan yang harus diterima adalah bahwa sampai saat ini keberadaan PRT sebagai pekerja tidak diterima oleh semua pihak. PRT tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain sebagainya. Bahkan harus diakui bahwa sebutan sebagai pekerja pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut PRT sebagai pembantu. Oleh karena itu, PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal. Dengan memasukkan PRT dalam lingkup sektor informal, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja terbatas. Hal ini karena persoalan-persoalan PRT tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan lain sebagainya.
Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa PRT kurang mendapatkan perlindungan hukum. Pengakuan PRT sebagai pekerja yang sama derajatnya dengan sektor formal pun masih belum. Pengakuan keberadaan PRT sebagai pekerja merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum.​[27]​ Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja di antara PRT dan pengguna jasanya.
B.	Pembahasan Hasil Penelitian
1.	Hak Pekerja Rumah Tangga Atas Upah Minumum Berdasarkan Jam Kerja 
UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tepatnya pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pasal 28D ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, dan dilandasi dengan rasa kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, oleh karena tidak memandang apapun pekerjaannya, apakah sebagai buruh, PRT, pengguna, baik formal maupun informal harus dipandang sama hak dan kewajibannya sehingga harus diberi perlindungan yang sama.
Dalam melaksanakan ketentuan dari konstitusi tersebut, maka negara mengimplementasikannya melalui kebijakan dan peraturan, salah satunya adalah peraturan mengenai ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak pekerja di Indonesia yaitu UUK. Definisi pekerja dalam UUK pada pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa; “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Berdasarkan pengertian tersebut PRT dapat dikategorikan termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Karena, PRT termasuk orang yang bekerja dengan menerima imbalan/ upah. Selanjutnya definisi tentang PRT diperjelas dalam permen no 2 tahun 2015 tentang PRT pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa;
“PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”.
kemudian dalam konvensi ILO No. 189 juga menyebutkan dalam pasal 1 huruf (b) “istilah “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja”. 
Berdasarkan kedua definisi di atas terdapat empat elemen pokok yang terdapat dalam pengertian PRT. Pertama adalah orang yang bekerja, dalam hal ini adalah PRT. Kedua orang yang mempekerjakan atau yang kemudian disebut sebagai Pemberi Kerja/ pengguna. Ketiga melakukan pekerjaan kerumahtanggan. Dan yang keempat, mendapatkan upah. Melihat dari definisi PRT dapat dikatakan bahwa PRT termasuk dalam konsep pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam UUK. Dari ketentuan pasal ini sudah jelas definisi hukumnya sehingga PRT telah memenuhi unsur yaitu setiap orang yang mampu memenuhi pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa dan bekerja dengan menerima upah. Tetapi apabila dilihat di dalam pasal 1 angka (5) UUK tentang hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di sinilah justru letak permasalahannya apakah kedudukan pengguna dapat disamakan dengan pengusaha yang jelas berbadan hukum. Di samping mekanisme penyelesaian sengketanya karena lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau yang mempunyai kompetensi absolut dalam UUK adalah pengadilan hubungan industrial. Dan lembaga ini tidak dapat menerima perselisihan antara PRT dan pengguna, oleh karena terbentur penafsiran hukum yang berbeda. 
Selanjutnya, pandangan masyarakat tentang PRT sebagai bukan pekerja formal sudah melekat dalam pandangan masyarakat. Di samping itu, tidak disebutnya secara langsung istilah PRT sebagai pekerja dalam ketentuan UUK telah memperkuat pandangan masyarakat. Dan selanjutnya dalam praktek PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum ketenagakerjaan. Maka dapat dikatakan bahwa secara legal formal PRT belum diakui sebagai pekerja. Implikasi dari tidak diakuinya pekerjaan rumah tangga dan PRT sebagai pekerja adalah tiadanya jaminan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak PRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Margaret Benston dalam bukunya The Political Economy for Women sebagaimana dikutip Yulianthi mengatakan, sudah saatnya pekerjaan domestik dipikirkan secara lebih serius dalam setiap analisis pekerjaan ekonomi sehingga akhirnya tidak disepelekan menjadi status marginal dan tidak eksis. Menurut Frederick Engles, sebagaimana dikutip Yulianthi juga menyatakan kerja perempuan menjadi tidak terlihat secara ekonomi karena berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual dalam keluarga dan masyarakat.​[28]​
Selain itu, kedua belah pihak baik PRT dan pemberi kerja/ pengguna juga mempunyai berbagai resiko yang seringkali tidak ada ketentuan hukumnya. Seperti ketika PRT merusak barang milik pemberi kerja, pertanggungjawaban hukum seringkali tidak diminta atau seringkali pemberi kerja justru malah sewenang-wenang. Begitu juga sebaliknya ketika PRT mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti tidak diberi gaji ataupun tindakan kekerasan, maka PRT pun juga tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang seharusnya ia dapatkan. Dalam hubungan yang seperti ini sangat tidak adil jika tidak ada pengakuan bahwa pekerjaan sekalipun berada di wilayah rumah tangga tidak diakui sebagai jenis pekerjaan yang formal dan diakui. Tetapi dilihat dari ciri-ciri dan sifat-sifatnya PRT tidaklah berbeda dengan pekerja/ buruh biasa. Namun, sebagai pekerja PRT tidak termasuk dalam kelompok pekerja yang mendapat perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. PRT, yang merupakan pekerja pada sektor informal, tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan.
Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa semua pekerja berhak atas hak-hak buruh. Hak tersebut  termasuk hak untuk mendapatkan upah yang dapat memberikan standar hidup yang layak, batasan jam kerja maksimal, hak untuk beristirahat, hak untuk libur dan bergabung dalam serikat buruh. Persoalannya, PRT di Indonesia belum mendapatkan dan menikmati hak-hak tersebut karena PRT belum diakui sebagai pekerja yang berhak menikmati dan memperoleh hak-haknya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu norma yang jelas terhadap perlindungan hukum bagi PRT untuk melindungi hak hak dasar mereka sebagai pekerja. 
PRT juga digolongkan berdasarkan model jam kerja, yaitu PRT yang bekerja penuh waktu, biasanya mereka tinggal bersama dalam satu rumah dengan pengguna jasa, dan PRT paruh waktu yang bekerja dengan jam kerja yang telah ditentukan dan tidak tinggal bersama dengan pengguna jasa. 
Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT, memberikan pedoman soal pengaturan upah. Tepatnya pada pasal 11 menyebutkan bahwa;
”Setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa PRT menikmati cakupan upah minimum, bila cakupan itu ada, dan bahwa pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin”.  

Selanjutnya dalam pasal  12 memuat tentang cara pembayaran upah yang dapat dilakukan dengan transfer, cek atau secara langsung sesuai dengan peraturan masing-masing negara yang disesuaikan dengan kesepakatan antara PRT dan pengguna/pengguna. Konvensi ILO No. 189 melarang pemberian upah dalam bentuk barang. Konvesi ILO No. 189 khususnya pasal pengupahan semestinya menjadi pedoman dalam menjamin pemenuhan hak upah kepada PRT.  Standard besaran upah bagi PRT tidak boleh dibedakan dari pekerja pada umumnya, apabila memang jam kerja PRT sama dengan pekerja pada umumnya. Berdasarkan pada komponen hidup layak, sekurang-kurangnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak, (selanjutnya disebut KHL). 
Sesuai dengan 60 komponen KHL, walaupun PRT bekerja sesuai dengan aturan dalam UUK, namun tidak dapat mendapatkan jumlah upah yang sama dengan pekerja dalam sektor formal. Kondisi yang seperti ini dikarenakan PRT tinggal di rumah pengguna, sehingga ada beberapa komponen yang tidak perlu dipenuhi seperti; makan minum dan perumahan. Komponen tersebut tidak dimasukkan karena kebutuhan terkait hal tersebut telah dipenuhi oleh pengguna. Upah yang didapat oleh PRT harus diperhitungakan sesuai dengan komponen KHL dan tentunya dengan jam kerja. Secara garis besar komponen hidup layak dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:
a)	Makanan dan Minuman, yang terdiri dari sebelas komponen
b)	Sandang, yang terdiri dari tiga belas komponen
c)	Perumahan, yang terdiri dari dua puluh lima komponen
d)	Pendidikan, yang terdiri dari dua komponen
e)	Kesehatan, yang terdiri dari lima komponen
f)	Transportasi, yang terdiri dari satu komponen
g)	Rekreasi dan Tabungan, yang terdiri dari dua komponen
Berdasarkan jam kerja prt yang tidak semuanya sama, maka pembagian upah terhadap prt dapat beracuan kepada beberapa komponen upah yang telah diatur dalam Permennakertrans No. 13 tahun 2012. Upah prt dapat dikurangi jika prt sudah mendapatkan dari penggunanya seperti prt yang tinggal dirumah pengguna dapat dikurangi komponen, makan dan minum, perumahan, dan transportasi. Sedangkan prt yang kerja delapan jam dalam sehari dan tidak tinggal dirumah pengguna, maka dia mendapatkan hak upah sebagaimana buruh pada umumnya. Sedangkan prt yang jam kerjanya tidak sampai delapan jam kerja dan tidak tinggal dirumah pengguna, maka hak atas upahnya harus dihitung berdasarkan jam kerjanya dalam setiap hari.
2.		Upaya Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Yang Hak Atas Upah Minimum Tidak Dipenuhi
Prt yang haknya atas upah dilanggar oleh majikan dapat melakukan upaya hukum di pengadilan, majikan dapat digugat dengan wanprestasi atau PMH, hal ini harus di sesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Dibawah ini akan dibahas upaya jenis upaya hukum yang bisa ditempuh oleh prt.
a)	Wanprestasi
Perjanjian kerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum berlangsungnya suatu hubungan kerja, perjanjian kerja harus diwujudkan dengan baik, dalam arti memberikan keadilan baik bagi pengguna maupun bagi PRT, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja harus dibuat di awal baik secara lisan ataupun tertulis guna mengurangi adanya masalah-masalah terkait hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu harus diatur dan perlu adanya suatu ikatan antara PRT dan pengguna. Menurut pasal 1 ayat 14 UUK, perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hal dan kewajiban para pihak”. 
Pasal 1601a KUHPerdata menyebutkan perjanjian kerja adalah “perjainjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak yang lain, majikan, untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengguna kepada calon PRT harusnya suatu pekerjaan yang tidak melaggar undang-undang, karena berdaasar pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu; 

1.Kesepakatan antara kedua belah pihak
2.Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian).
3.Susuatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja dan mempekerjakan tenaga kerja.
4.Sebab halal (jadi pekerjaan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang).

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian.
Dengan adanya kata sepakat yang dilakukan kedua belah pihak saat mengadakan perjanjian kerja, menunjukkan bahwa tidak ada tekanan atau paksaan antara kedua belah pihak, sehingga mereka mempunyai kebebasan kehendak. Serta tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.
Suatu perjanjian mempunyai konsekuensi yang ditujukkan kepada para pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, guna memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak. Ada atau tidak adanya akibat hukum dari perjanjian tersebut tergantung pada pelaksanaan prestasi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada para pihak dapat diartikan suatu prestasi yaitu sesuatu wajib untuk dipenuhi oleh penyedia jasa dalam setiap perkatan.​[29]​ Sehingga bila ada pihak yang tidak memenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, pihak tersebut dapat dikatakan melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi).
Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, oleh karena kelalaian salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Maka jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian, maka menurut hukum, dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Jadi, perjanjian tersebut adalah mengikat, dan ikatannya sama dengan ketentuan suatu undang-undang. Bedasarkan penjelasan diatas maka kasus wanprestasi lahir dari adanya suatu perikatan atau perjanjian. Terhadap kasus prt, majikan dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila majikan tidak menepati perjanjian kerja yang dibuat antara majikan dengan prt, baik perjanjian secara tertulis maupun secara lisan.

b)	Perbuatan Melawan Hukum
Perlindungan hukum merupakan hal yang diamanatkan secara langsung dalam UUK. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUK yang menentukan bahwa tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Pasal 4 huruf (C) UUK menentukan bahwa :
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
a.	memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b.	mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c.	memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d.	meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Mengingat pentingnya pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional, maka perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam UUK. Pemberian perlindungan hukum tersebut harus diberikan tanpa membedakan jenis tenaga kerja, baik menjadi PRT atau bukan. Hal ini karena pada dasarnya setiap tenaga kerja, termasuk PRT  mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, adanya berbagai resiko yang berpotensi dialami oleh tenaga kerja jika perlindungan hukum tidak diberikan, menjadi argumen pendukung pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut bisa memperlancar hubungan kerja antara pengguna dengan PRT.
Perlindungan hukum tersebut juga berhak didapatkan oleh PRT. PRT sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bebas dari berbagai bentuk perbudakan. Kendati PRT sudah dilindungi oleh hukum, realitas yang terjadi PRT tidak mendapat ruang bebas untuk mendapatkan hak sebagai tenaga kerja. Pengguna sebagai pemilik otoritas pekerjaan dengan sewenang-wenang menentukan syarat-syarat kerja. Hal ini disebabkan karena PRT merupakan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. PRT dalam bekerja hanya mengandalkan tenaga, tanpa memiliki kemampuan dan pengetahuan lain yang memadai.​[30]​ Jika hubungan kerja antara PRT dengan pemberi tidak ditengahi dan diawasi pihak ketiga, dalam artian hanya diserahkan kepada kedua belah pihak saja, maka perlindungan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan sulit diwujudkan. Hal ini karena PRT secara status sosial berada di bawah pengguna. Fakta tersebut yang menjadi penyebab PRT kerapkali mendapat perlakuan tidak adil dalam hal ketenagakerjaan.
Hubungan hukum antara PRT dengan pengguna merupakan hubungan hukum yang terjadi dengan dasar peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa adanya perbuatan tidak memberikan perlindungan hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata. Pengguna yang tidak memberikan perlindungan hukum (sebagai akibat dari hubungan hukum) terhadap PRT, maka pengguna sudah melakukan perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum dapat dipahami, baik dalam arti sempit terbatas kepada pelanggaran undang-undang, maupun dalam arti luas, yaitu meliputi pelanggaran terhadap undang-undang dan perbuatan manusia yang melanggar hak orang lain. Perbuatan melawan hukum dapat dipahami, baik dalam arti sempit terbatas kepada pelanggaran undang-undang, maupun dalam arti luas, yaitu meliputi pelanggaran terhadap undang-undang dan perbuatan manusia yang melanggar hak orang lain. Beberapa yurisprudensi telah mengartikan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang undang, akan tetapi juga perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, yang terdapat di dalam lalu lintas dalam masyarakat dan bentuknya tidak tertulis.​[31]​
Suatu perbutan dapat dikatakan melawan hukum harus memenuhi unsur sebagai berikut:
1.	Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2.	Adanya kerugian;
3.	adanya kesalahan (sculd);
4.	Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu kerugian.​[32]​
Kendati PRT belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tertentu, akan tetapi PRT tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pelanggaran terhadap hak PRT terkait tidak mendapat upah standar, berarti termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi menentukan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan mencakup semua perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum pengguna mempunyai cakupan yang luas, bukan hanya pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak PRT. 
Pasal 1365 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”
Pengguna bisa disebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PRT jika memenuhi unsur-unsur berikut:
1.	Melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap PRT
2.	Perbuatan pengguna menimbulkan kerugian bagi PRT
3.	Pengguna melakukan kesalahan terhadap PRT
4.	Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu kerugian.
5.	Timbulnya sebab akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut dengan timbulnya kerugian tersebut.
Adanya perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.​[33]​ Dengan perkataan lain melawan hukum diartikan sebagai melawan undang-undang, karena kasus terkait PRT belum memiliki aturan perundang-undangan. Oleh karena itu digunakan metode penemuan hukum analogi yaitu metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
Unsur yang kedua harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugiaan materiil dan atau  kerugian immateriil.  Kerugian materiil dapat terdiri  kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan.  Berdasarkan yurisprudensi,  ketentuan ganti kerugian  karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1243 sampai pasal 1248 KUHPerdata diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.  Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut.​[34]​
Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, pasal 1365 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/ hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses yang terjadi antara pengguna/ pengguna dengan PRT, dalam hal ini pihak yang dirugikan / PRT berhak menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian baik yang bersifat fisik maupun psikis. Baik dilakukan melaui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
Unsur selanjutnya adala adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
a.	Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
b.	Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.​[35]​
Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.​[36]​ Unsur yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :
a.	Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 KUHPerdata.
b.	Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubunga kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata.
c.	Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata.




Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa:
1.	PRT berhak mendapatkan upah minimum sesuai jam kerjanya, apabila bekerja dengan rentang jam kerja yang sama serta fasilitas yang sama dengan para pekerja yang telah diatur dalam UUK. Karena PRT termasuk dalam konsep pekerja sebagaimana yang disebut dalam UUK.
2.	Upaya hukum yang dapat dilakukan PRT demi mendapat keadilan adalah dengan melakukan wanprestasi serta gugatan atas perbuatan melawan hukum. Karena, setiap hubungan kerja pasti ada perjanjian kerja yang mendasari oleh karena itu jika pengguna tidak memenuhi kewajibannya terhadap PRT dapat dilakukan gugatan wanprestasi. Serta perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar undang undang, akan tetapi juga perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, yang terdapat di dalam masyarakat dan bentuknya tidak tertulis. Walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang PRT, namun ketentuan pasal 1365  KUHPerdata dapat diaplikasikan pada kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam hubungan hukum antara PRT dengan pengguna.
Saran
Dengan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni:
1.	Bagi para PRT dan pengguna agar dapat membuat perjanjian kerja terlebih dahulu di awal, agar jelas hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan.
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